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<b>ABSTRAK</b><br>

Sehubungan dengan pembatalan UU BHP dan diterbitkannya PP No 66 Tahun 2010 serta UU No 12 Tahun
2012 ketujuh Perguruan Tinggi Negeri yang semula berstatus BHP akan mengalami dua pola pengelolaan
keuangan yang karakteristiknya berbedayaitu BLU dan PTN BH Oleh karenaitu penulis tertarik untuk
meneliti mengenal permasalahan dalam implementasi ketentuan pengenaan pajak pada Universitas XY Z
sebagai salah satu dari tujuh Perguruan Tinggi yang mengalami perubahan status serta upaya upaya yang
dilakukan oleh Universita XY Z atas permasalahan tersebut Dari hasil penelitian diketahui bahwa

permasal ahan implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan Universitas XY Z disebabkan oleh
ketidakpastian yang terjadi akibat perubahan peraturan mengenai bentuk dan status badan penyelenggara
pendidikan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir serta belum berjalannyatata kelola yang baik dalam
kaitannya dengan integrasi keuangan Universitas XY Z telah melakukan upaya upaya untuk menghadapi
permasal ahan yang ada yaitu berupa perumusan statuta sebagai |andasan atas bentuk dan status badan
Universitas XY Z serta penyempurnaan proses pengel olaan keuangan terkait dengan penyempurnaan POB
penambahan dan penataan SDM yang memadai Selain itu Pemerintah dalam hal ini Direktorat jenderal
Pajak perlu memikirkan kebijakan pajak khusus mengenai perguruan tinggi negeri untuk menghindari
ketidakpastian atas ketentuan pajak yang berlaku terutama atas 7 Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus
PTN BH terkait dengan perubahan status hukumnya Hal ini sejalan dengan prinsip pemungutan pajak bahwa
pemungutan pajak harus didasari oleh prinsip certainty

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

In connection with the cancellation of UU BHP and issuance of PP No 66 in 2010 and UU No 12 in 2012
the seven state universities that originally existed BHP will have two patterns of different financial
management characteristicswhichisBLU and PTN BH Therefore the authors are interested in studying the
problems in the implementation of the provisions on the taxation of XY Z University as one of the seven
universities that experienced change of status and the efforts made by the XY Z University to overcome the
problems As result of the research revealed that the issue problems of tax obligations fulfillment
implementation occur due to uncertainty because of changes in the regulation of status of education
providers that occurred in the last 3 years and have not run well yet good governance in relation to financial
integration as a means of fulfillment of tax obligations XY Z University has made efforts address to the
existing problemsin the form of stipulated the statute as the basis foundation for XY Z University status and
improvement of financial management processes associated with improving SOP additions and arrangement
of adequate human resources Besides that the government in this case Directorate General of Taxation need
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to think special treatment of tax policies about the public universities to avoid uncertainty over the
applicable tax provisions primarily on 7 State Universities with PTNBH status related to changesin its legal
status Thisisin line with the principle of taxation that taxation should be based on the principle of certainty



